
Ringkasan Eksekutif  
Kajian Program Kartu Prakerja 

Pada tanggal 26 Februari 2020, Presiden telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program 

Kartu Prakerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan 

hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Pekerja 

yang dimaksud adalah warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 tahun dan tidak 

sedang mengikuti pendidikan formal.  

Dalam situasi pandemi COVID-19, program ini diharapkan menjadi instrumen untuk penyaluran 

bantuan sosial. Program ini memiliki anggaran sebesar Rp20Triliun dengan target peserta sebesar 

5,6 juta orang, dimana komposisi nilai insentif pasca pelatihan lebih besar dari nilai bantuan 

pelatihan. Adapun rincian total insentif pasca pelatihan sebesar Rp2.400.000/orang, insentif survei 

kebekerjaan sebesar Rp150.000/orang, dan bantuan pelatihan sebesar Rp1.000.000/orang. 

Dalam rangka memperbaiki implementasi program, Direktorat Litbang KPK telah melaksanakan 

kajian terkait Program Kartu Prakerja dan mencermati empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Proses Pendaftaran  

Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mengkompilasi data pekerja yang terkena PHK 

dan sudah dipadankan NIK nya sebesar 1.7 Juta pekerja terdampak. Dari jumlah ini, 

pekerja yang telah mendaftar kartu prakerja secara daring hanya 143.000 (per 08 Mei 

2020). Angka ini relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendaftar selama 3 gelombang 

yang telah mencapai 9,4 juta orang (per 08 Mei 2020). 

Rekomendasi perbaikan:  

● Agar lebih efektif menjangkau sasaran bantuan sosial bagi para pekerja terdampak 

yang telah terhimpun dalam data whitelist, maka Manajemen Pelaksana bekerjasama 

dengan Kemnaker dan BPJSTK menghubungi pekerja yang bersangkutan untuk 

melakukan pendaftaran secara daring. Proses verifikasi dilakukan dengan 

pengecekan kepesertaan BPJSTK bagi pekerja yang terdampak. Program Kartu 

Prakerja mengalokasikan proporsi lebih kecil kepada masyarakat umum. 

● Pemadanan NIK dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kementerian Dalam Negeri dan data perbankan wajib dilakukan untuk memastikan 

keberadaan dan kebenaran peserta, sehingga tidak diperlukan lagi proses face 

recognition yang membutuhkan biaya kurang lebih Rp30,8 Milyar untuk mencegah 

terjadinya inefisiensi anggaran operasional program.  

2. Platform digital sebagai mitra kerja 

● Penetapan Platform Digital sebagai Mitra Resmi Pemerintah dalam Program Kartu 

Prakerja yang dilakukan oleh Komite Cipta Kerja pada 9 Maret 2020 sebelum 

Manajemen Pelaksana dibentuk. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 

47 dalam Permenko Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kerja sama 

dengan Platform Digital dilaksanakan oleh Manajemen Pelaksana. 

● Pendanaan Program Kartu Prakerja bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara 

Umum Negara (BA-BUN).  Menurut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 

Negara (JAMDATUN), terdapat kekosongan hukum terkait pengadaan 

(penunjukan mitra) untuk program yang bersumber dari BA-BUN. 

● Lima dari delapan Platform Digital memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga 

Pelatihan, mulai dari kesamaan pemilik hingga badan usaha. Dari 1.895 pelatihan 

yang tayang di Program Kartu Prakerja, terdapat 250 pelatihan disediakan oleh 

Lembaga Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan Platform Digital. 



Rekomendasi Perbaikan: 

● Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian harus meminta pendapat ahli 

terkait penetapan delapan Platform Digital sebagai mitra kerja yang tidak sesuai 

dengan prinsip pengadaan barang/jasa. 

● Pelatihan yang memiliki konflik kepentingan dengan Platform Digital dilarang 

tayang pada Platform Digital tersebut. 

● Ke depannya, Pemerintah menyelenggarakan Platform Digital secara mandiri, 

dapat berupa pengembangan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan 

(SISNAKER).1 

3. Konten Pelatihan 

● Dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam Program Kartu Prakerja, hanya 24% (457 

pelatihan) yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Selanjutnya, hanya 

55% dari 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring. (Himpunan Lembaga 

Latihan Seluruh Indonesia, 2020) 

● Dari 327 sampel pelatihan2, ditemukan 89% dari sampel pelatihan tersebut (291 

pelatihan) tersedia secara gratis di internet.  

Rekomendasi Perbaikan: 

● Manajemen Pelaksana harus menyusun kurasi materi pelatihan dalam bentuk 

Petunjuk Teknis dan harus melibatkan ahli yang kompeten. Selain itu, Manajemen 

Pelaksana wajib memastikan bahwa materi pelatihan tidak tersedia secara gratis 

di internet. 

● Pelibatan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dalam penyusunan standar 

materi pelatihan dan sertifikasi pelaksana program 

 

4. Pelaksanaan Program Kartu Prakerja 

● Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan 

merugikan keuangan negara.  

■ Hanya 55% dari konten yang layak sebagai pelatihan, dapat dilaksanakan 

secara online. Sisanya harus dilakukan secara offline dan kombinasi 

(HILLSI, 2020) 

■ Lembaga Pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum 

menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih 

■ Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan 

seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar 

pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta 

Rekomendasi Perbaikan: 

● Untuk menjamin bahwa peserta menyelesaikan seluruh paket pelatihan, maka 

pelaksanaan pelatihan metode daring harus interaktif.  

● Manajemen Pelaksana memperbaiki sistem untuk menjamin terlaksananya sistem 

pelatihan dan pembayaran insentif sesuai dengan Permenko Nomor 03 Tahun 

2020 

                                                           
1 Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) adalah salah satu dari delapan Platform Digital Program Kartu 

Prakerja. SISNAKER adalah layanan Terpadu Ketenagakerjaan berbasis online meliputi layanan bidang 
ketenagakerjaan untuk masyarakat, perusahaan, dan kelembagaan yang dimiliki oleh Kemnaker 
2 Metode Slovin dengan margin error 5% 



Atas empat permasalahan di atas, KPK merekomendasikan penerimaan peserta pada tahapan 

berikutnya dari Program Kartu Prakerja dihentikan. Kemenko Perekonomian beserta Manajemen 

Pelaksana melaksanakan rekomendasi perbaikan KPK sebelum program dilanjutkan. Selanjutnya,  

program dikelola dan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 

 


